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Penghubung Komisi Yudisial adalah lembaga yang membantu tugas Komisi 
Yudisial RI di daerah yang diatur secara khusus dalam Peraturan Komisi Yudisial 
Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Susunan, dan Tata Kerja Penghubung 
Komisi di Daerah. Sejak terbentuknya Penghubung Komisi Yudisial wilayah Riau pada 
tahun 2013 hingga saat ini, masih banyak kendala – kendala yang dihadapi, baik di 
internal maupun ekseternal lembaga, karena penghubung Komisi Yudisial merupakan 
lembaga yang memiliki visi menjadi lembaga yang kredibel untuk akuntabilitas hakim. 
Dalam menjalankan fungsinya Penghubung Komisi Yudisial wilayah Riau belum 
berjalan dengan baik dan perlu ada pembaharuan diantaranya adalah; (i) kurangnya 
sumber daya manusia yang ada di Penghubung Komisi Yudisial wilayah Riau (ii) 
Penghubung Komisi Yudisial memiliki wewenang yang sangat terbatas (iii) kurang 
optimalnya anggaran lembaga penghubung Komisi Yudisial.  
Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis 
empiris atau sosiologi hukum, yaitu penulis melakukan penelitian langsung ke lokasi 
penelitian, sedangkan penelitian ini bersifat deksriptif. Adapun penulis melakukan 
penelitian ini pada penghubung Komisi Yudisial wilayah Riau, kemudian teknik 
pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah total sampling. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas peranan Penghubung Komisi 
Yudisial wilayah Riau dalam rangka penegakan kode etik dan pedoman perilaku hakim 
sesuai Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, 
Susunan, dan Tata Kerja Penghubung Komisi Yudisial di Daerah tidak terlaksana 
diantaranya; (i) sesuai amanat Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2017 
penghubung seharusnya memiliki asisten sebanyak 5 orang (ii) perlunya pembaharuan 
dalam peraturan Komisi Yudisial untuk memberikan kekuasaan lebih pada penghubung 
Komisi Yudisial (iii) tidak ada dilakukannya pemantauan persidangan di pengadilan 
selama masa pandemi Covid-19. 
Kata Kunci : Komisi Yudisial, Penghubung Komisi Yudisial, Penegakan Kode 
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A. Latar Belakang 
Di dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
dikemukakan dengan sangat jelas bahwa Indonesia adalah negara hukum. Menurut 
Jimly Assiddiqie, salah satu prinsip penting negara hukum ialah adanya jaminan 
penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka dan bebas dari pengaruh 




Seiring dengan perjalanan reformasi, kehidupan  ketatanegaraan di Indonesia 
berubah secara signifikan yang diawali dengan  amandemen Undang-Undang Dasar 
Tahun 1945 dan hingga saat ini sudah dilakukan perubahan sebanyak empat kali. 
Salah satu hasil amandemen tersebut adalah lahirnya Komisi Yudisial yang secara 
eksplisit tercantum dalam Pasal 24B. Pada Bab IX tentang Kekuasaan Kehakiman 
hasil amandemen ketiga Undang-Undang dasar Tahun 1945 tersebut disebutkan ada 




Pasca peralihan kekuasaan, Indonesia mengalami perubahan dalam berbagai 
aspek kenegaraan, termasuk didalamnya sistem penyelenggaraan kekuasaan negara 
                                                             
1
 Irwan Robianti, “Tinjauan Yuridis kedudukan, Tugas dan Wewenang Komisi Yudisial dalam 
Hukum Tata Negara Indonesia Sebagai Lembaga yang menjaga dan Menegakkan Kehormatan, 
Keluhuran Martabatserta Perilaku Hakim” Jurnal LEX Certa Volume 1, Nomor 1, 2016 h. 157  
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 Aidul Fitriciada Azhari, dkk, Optimalisasi Wewenang Komisi Yudisial Dalam Mewujudkan 




yang terdiri dari legislatif, eksekutif dan yudikatif. Dasar perubahan ini lahir dengan 
adanya ketetapan MPR RI No.X/MPR/1998 tentang Pokok-Pokok Reformasi 
Pembangunan Dalam Rangka Penyelamatan dan Normalisasi Kehidupan Nasional 
Sebagai Haluan Negara. Salah satu agenda yang harus dijalankan berdasarkan 
Ketetapan MPR tersebut yaitu pelaksanaan reformasi di bidang hukum untuk 
mendukung penanggulangan krisis di bidang hukum dimana salah satu agenda yang 
harus dijalankan. Berdasarkan hal ini lahirlah ide untuk pembentukan Komisi 
Yudisial diawali pada tahun 1999.
3
 
Maksud pembentukan Organisasi sistem pemerintahan negara seperti ini 
tidak lain agar kekuasaan yang terdapat didalam suatu negara tidak dipegang atau 




Pada Pasal 24B UUD RI 1945 dijelaskan bahwa Komisi Yudisial bersifat 
mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim  agung dan mempunyai 
wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran 
martabat, serta perilaku hakim.
5
 
Menurut Jimly Asshiddiqie, maksud dibentuknya Komisi Yudisial dalam 
struktur kekuasaan kehakiman Indonesia adalah agar warga masyarakat di luar 
struktur resmi lembaga parlemen dapat dilibatkan dalam proses pengangkatan, 
penilaian kinerja, dan kemungkinan pemberhentian hakim. Semua ini dimaksud 
                                                             
3
  Komisi Yudisial Republik Indonesia, Mengenal Lebih Dekat Komisi Yudisial, (Jakarta: Pusat 
Data dan Layanan Informasi, 2012), h. 2-3 
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 B. Hestu Cipto Handoyo, Hukum Tata Negara Indonesia, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 
2019), Cet. Ke-5 h. 127 
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untuk menjaga keluhuran, martabat, dan menegakkan kehormatan, serta perilaku 
hakim dalam rangka mewujudkan kebenaran dan keadilan berdasarkan ke-Tuhanan 
Yang Maha Esa. Dengan kehormatan dan keluhuran martabatnya, itu kekuasaan 
kehakiman yang merdeka dan bersifat imparsial (independent and impartial 
judiciary) diharapkan dapat diwujudkan sekaligus diimbangi oleh prinsip 
akuntabilitas kekuasaan kehakiman, baik dari segi hukum maupun dari segi etika. 




Untuk melaksanakan amanat Konstitusi tersebut, pada Agustus 2004 
disahkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. 
Selanjutnya dalam rangka penguatan kelembagaan, Undang-Undang Nomor 22 
Tahun 2004 tersebut diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang 
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. 
Sekalipun Komisi Yudisial diletakkan dalam Bab Kekuasaan Kehakiman 
dalam Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945, tetapi Komisi Yudisial 
bukanlah suatu lembaga yang memegang kekuasaan kehakiman melainkan hanya 
sebagai lembaga penegak etik karena berdasarkan ketentuan pasal 24B UUD 1945 
kewenangan  Komisi Yudisial adalah mengusulkan pengangkatan hakim agung dan 
kewenangan lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran 
martabat, serta perilaku hakim.
7
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 Ni’Matul Huda, Hukum Tata Negara Indonesia, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), Cet. Ke-8 h. 
230-231 
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Sesuai Pasal 24B ayat (4) UUD 1945, kedudukan Komisi Yudisial kemudian 
diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2004 tentang Komisi 
Yudisial yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011. 
Komisi Yudisial merupakan Lembaga Negara yang bersifat mandiri bebas dari 
campur tangan atau pengaruh kekuasaan lainnya. Kedudukan (domisili) Komisi 
Yudisial berada di Ibu Kota Negara Republik Indonesia (Jakarta) sebagaimana yang 
dijelaskan oleh Pasal 1 butir (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 
menyebutkan “komisi Yudisial adalah lembaga negara sebagaimana dimaksud 
dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945.” Ketentuan-ketentuan diatas 
menegaskan bahwa kedudukan Komisi Yudisial adalah sebagai lembaga negara 
yang keberadaannya bersifat Konstitusional.
8
 
Lembaga Komisi Yudisial dibentuk sebagai lembaga penegak kode etik  dan 
perilaku yang menyimpang oleh hakim dari standar kode etik sebelum pelanggaran 
tersebut berkembang menjadi pelanggaran hukum (deviation against norm). 
Pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Komisi Yudisial ini sangat 
penting untuk mendorong agar para hakim dapat memperbaiki diri dan menghindari 
dari perilaku yang tidak terpuji. Jika ditemukan indikasi pelanggaran hukum, 
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 Irvan Robianto, Op.Cit., h. 148 
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 Suparto, “Kedudukan dan Kewenangan Komisi Yudisial Republik Indonesia dan 
Perbandingannya dengan Komisi Yudisial di Bebebrapa Negara Eropa”,  Jurnal Hukum & 




Dalam hal dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim 
dinyatakan terbukti, Komisi Yudisial mengusulkan penjatuhan sanksi terhadap 
Hakim yang diduga melakukan pelanggaran kepada Mahkamah Agung sanksinya 
berupa: Sanksi ringan terdiri atas: teguran lisan, teguran tertulis, atau pernyataan 
tidak puas secara tertulis. Sanksi sedang terdiri atas : penundaan kenaikan gaji 
berkala paling lama 1 (satu) tahun, penurunan gaji sebesar 1 (satu) kali kenaikan gaji 
berkala paling lama 1 (satu) tahun, penundaan kenaikan pangkat paling lama 1 
(satu) tahun, atau hakim nonpalu paling lama 6 (enam) bulan. Sanksi berat terdiri 
atas: pembebasan dari jabatan struktural, hakim nonpalu lebih dari 6 (enam) bulan 
sampai dengan 2 (dua) tahun, pemberhentian sementara, pemberhentian tetap 
dengan hak pensiun, atau pemberhentian tetap tidak dengan hormat.
10
 
Dalam menjalankan tugasnya Komisi Yudisial belum dapat efektiv dalam 
pelaksanaan tugas apabila hanya berkedudukan di Ibu Kota Negara, secara geografis 
Indonesia memiliki wilayah yang luas, sehingga Komisi Yudisial tidak dapat 
melakukan pengawasan terhadap perilaku hakim yang tersebar diseluruh Indonesia. 
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011
11
, dalam menjalankan 
tugasnya Komisi Yudisial dapat mengangkat Penghubung Komisi Yudisial di 
daerah sesuai dengan kebutuhan. Tentang Penghubung Komisi Yudisial ini juga 
diatur secara khusus dalam Peraturan Komisi Yudisial RI Nomor 1 Tahun 2017 
Tentang Pembentukan, susunan, dan Tata Kerja Penghubung Komisi Yudisial di 
Daerah. 
                                                             
10 Wahyu Wiriadinata, “Komisi Yudisial dan Pengawasan Hakim di Indonesia” Jurnal Hukum 
dan Pembangunan Tahun Ke-44 No.4, 2013 h. 571  
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Komisi Yudisial perlu untuk memperhatikan secara serius bagaimana 
melakukan penegakan kode etik dan pedoman perilaku hakim secara efektiv, 
Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian dicapainya 
keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas selalu terkait 
dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya 
dicapai. Efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi 
kegiatan program atau misi) daripada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak 
adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya. Efektivitas dapat 
diartikan telah tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya 
yang mana  merupakan sebuah pengukuran dimana suatu target telah tercapai sesuai 
dengan apa yang telah direncanakan.
12
 mengingat Komisi Yudisial memiliki 
Penghubung yang membantu kerja Komisi Yudisial di daerah. Mekanisme 
pengawasan hakim yang dilakukan Komisi Yudisial selama ini belum cukup 
memadai dalam mengatur kewenangan antara anggota (komisioner) dan staf 
pendukung (sekjen), misalnya pada tahapan pemeriksaan, yang melakukan 
pemeriksaan adalah anggota, hal ini berpotensi akan memperlambat kinerja Komisi 




Kurang adanya dukungan penggunaan teknologi informasi yang memadai 
untuk mengelola pengaduan yang sangat melimpah, mengakibatkan Komisi 
                                                             
12 Nur Kautsar Hasan, dkk,  “Efektifitas Pengawasan Komisi Yudisial Dalam Mengawasi Kode 
Etik Profesi Hakim” Jurnal Kertha Patrika Volume  40, Nomor 3, 2018 h. 142 
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 Komisi Yudisial Republik Indonesia, Cetak Biru Pembaharuan Komisi Yudisial 2010-2025, 




Yudisial tidak maksimal dalam melakukan wewenang dan tugasnya, dan tidak 
jarang banyak masyarakat di daerah belum mengenal Komisi Yudisial, baik tugas 
dan fungsinya maupun wewenangnya. Selain itu, pengawasan yang dilakukan 
Komisi Yudisial adalah dengan menunggu laporan masyarakat dan/atau informasi 
tentang dugaan pelanggaran kode etik dan/atau pedoman perilaku hakim.
14
 
Dalam pelaksanaan tugas didaerah, Penghubung Komisi Yudisial memiliki 
berbagai macam rintangan, mengingat Penghubung Komisi Yudisial masih 
kekurangan SDM karena dalam peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2017 
Tentang Pembentukan, susunan, dan Tata Kerja Penghubung Komisi Yudisial di 
Daerah, penghubung Komisi Yudisial terdiri atas 1 orang Koordinator dan Asisten 
paling banyak 5 orang.
15
 Namun didalam Website Komisi Yudisial  menunjukkan 
bahwa semua penghubung Komisi Yudisial yang tersebar di 12 Provinsi masing-
masing hanya memiliki 1 orang Koordinator dan 3 orang Asisten,
16
 Sehingga hal ini 
dapat menghambat efektivitas kerja penghubung Komisi Yudisial yang ada di 
daerah, salah satunya penghubung Komisi Yudisial yang berada di Riau karena 
wilayah Riau merupakan daerah yang memiliki tingkat pelanggaran kode etik dan 
pedoman perilaku hakim yang cukup tinggi setiap tahunnya. 
Dalam menjalankan tugas ada kesulitan yang dihadapi penghubung Komisi 
Yudisial wilayah Riau seperti wilayah kerja yang luas namun tidak diimbangi 
dengan sumber daya manusia yang memandai, selain itu kewenangan penghubung 
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Komisi Yudisial yang terbatas karena status penghubung Komisi Yudisial hanya 
sebagai perpanjangan tangan dari Komisi Yudisial di pusat. Namun dengan berbagai 
permasalah yang ada, penghubung Komisi Yudisial wilayah Riau di tuntut untuk 
tetap bekerja secara optimal karena dengan hadirnya penghubung Komisi Yudisial 
di wilayah Riau dapat memberikan harapan pada masyarakat untuk mewujudkan 
peradilan bersih khususnya di Riau. 
Provinsi Riau merupakan salah satu wilayah yang memiliki tingkat 
pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim yang cukup tinggi setiap 
tahunnya, pada tahun 2019 Riau berada di rangking 6 dari seluruh daerah di 
Indonesia dengan laporan dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku 
hakim terbanyak ke Komisi Yudisial. Sejak dibentuknya Penghubung Komisi 
Yudisial di daerah Riau pada tahun 2013 hingga saat ini tahun 2021 tingkat laporan 
dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim masih terbilang banyak 
setiap tahunnya.  
Dalam menangani masalah pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku 
hakim, Penghubung Komisi Yudisial wilayah Riau telah melakukan upaya untuk 
mengatasinya dengan menjalankan tugas sesuai dengan amanat Peraturan Komisi 
Yudisial RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang pembentukan, susunan, dan tata kerja 
Penghubung Komisi Yudisial di daerah dalam pasal 4 yaitu melakukan pemantauan 
dan pengawasan terhadap perilaku hakim dalam persidangan maupun diluar 
pengadilan serta menerima laporan masyarakat terkait dugaan pelanggaran kode etik 




wilayah Riau masih belum dapat optimal karena setiap kegiatan yang dilakukan oleh 
Penghubung Komisi Yudisial wilayah Riau harus mendapat izin dari Komisi 
Yudisial pusat, sebab Penghubung Komisi Yudisial memiliki hubungan hirarkis 
dengan sekretariat Jendral Komisi Yudisial
17
. 
Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk melakukan 
penelitian lebih dalam tentang Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Riau dalam 
bentuk tulisan yang berjudul “EFEKTIVITAS PENGHUBUNG KOMISI 
YUDISIAL WILAYAH RIAU DALAM RANGKA PENEGAKAN KODE 
ETIK DAN PEDOMAN PERILAKU HAKIM SESUAI PERATURAN 
KOMISI YUDISIAL NO 1 TAHUN 2017 TENTANG PEMBENTUKAN, 
SUSUNAN, DAN TATA KERJA PENGHUBUNG KOMISI YUDISIAL DI 
DAERAH” 
B. Batasan Masalah 
Berhubungan dengan latar belakang diatas agar pembahasan ini lebih terarah 
dan menghindari agar tidak menyimpang dari topik yang dipersoalkan, maka dengan 
ini penulis membatasi pembahasan ini, hanya pada efektivitas penghubung Komisi 
Yudisial dalam rangka penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim sesuai 
Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Susunan, 
dan Tata Kerja Penghubung Komisi Yudisial di Daerah pada Pasal 4. 
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C. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang dan batasan masalah tersebut, maka penulis 
merumuskan masalah sebagai berikut:  
1. Bagaimana efektivitas Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Riau dalam 
rangka penegakan kode etik dan pedoman perilaku Hakim sesuai peraturan  
Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2017 tentang pembentukan, susunan, dan tata 
kerja penghubung Komisi Yudisial di daerah? 
2. Faktor apa yang menghambat efektivitas Penghubung Komisi Yudisial wilayah 
Riau dalam rangka penegakan kode etik dan pedoman perilaku Hakim? 
D. Tujuan dan Manfaat Penulisan 
1. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian yang  
penulis lakukan yaitu sebagai berikut: 
a. Untuk mengetahui efektivitas Penghubung Komisi Yudisial dalam pengekan 
kode etik dan pedoman perilaku Hakim  sesuai Peraturan Komisi Yudisial 
Nomor 1 Tahun 2017 tentang pembentukan, susunan, dan tata kerja 
penghubung Komisi Yudisial di daerah. 
b. Untuk mengetahui faktor penghambat efektivitas Penghubung Komisi 
Yudusial wilayah Riau dalam rangka penegakan kode etik dan pedoman 
perilaku Hakim. 
2. Manfaat Penelitian 




a. Sebagai salah satu syarat bagi penulis untuk menyelesaikan perkuliahan 
program S1 Fakultas Syariah dan Hukum, Jurusan Ilmu Hukum Pada 
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
b. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan penulis terhadap permasalah 
yang diteliti. 
c. sebagai salah satu sumber informasi bagi kita untuk mengetahui lebih dalam 
tentang bagaimana efektivitas Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Riau 



















A. Teori Trias Politika 
Salah satu ciri negara hukum adalah adanya pembatasan kekuasaan 
dalam penyelenggaraan kekuasaan negara. Awal mula lahirnya teori pemisahan 
kekuasaan ini dari buah pikir John Locke, kemudian gagasan ini di adaptasi dan 
diperbaharui oleh Montesquieu. Teori ini dikenal dengan nama Trias Politika, 
yaitu pemisahan kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Masing-masing 
kekuasaan ini memiliki peranan penting, seperti kekuasaan eksekutif sebagai 
pelaksana, kekuasaan legislatif yang membuat Undang-Undang, dan kekuasaan 
Yudikatif yang menghakimi karena melakukan pelanggaran atas Undang-
Undang. Pemisahaan kekuasaan ini dianggap sangat penting karena dengan 
adanya pembedaan fungsi-fungsi kekuasaan akan menciptakan pemerintahan 
yang terkontrol dan adanya kejelasan dalam kedudukan kekuasaan sehingga 
dapat menghindari terjadinya penindasan dan pengabaian hak-hak rakyat. 
Menurut Montesquieu dengan dilakukannya separation of power didalam teori 
trias politika ini akan membuat masing-masing kekuasaan dapat terkonsentrasi 




Ajaran Montesquieu tentang Trias Politika  sudah tidak sesuai lagi bila 
digunakan pada masa sekarang, hal ini terjadi karena setiap lembaga yang 
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dibentuk atas dasar kepentingan negara maka akan menjadi lembaga negara.  
Kemungkinan besar bila lembaga-lembaga negara yang dibentuk tidak termasuk 
dalam kategori Trias Politika doktrin dari Montesquieu yaitu Legislatif, 
Eksekutif, dan Yudikatif, namun dapat bersifat gabungan.
19
  
B. Tinjauan Umum Lembaga Negara 
Lembaga negara memiliki beragam penyebutan, ragam penyebutan ini 
dilakukan untuk membedakan masing-masing lembaga tersebut, seperti lembaga 
pemerintahan, lembaga pemerintahan nondepartmen, atau disebut hanya dengan 
kata lembaga. Pembentukan lembaga didasi pada regulasi yang jelas seperti 
lembaga yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang, kemudian lembaga yang 
dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden, serta lembaga yang dibentuk 
berdasarkan Peraturan Menteri. 
Lembaga negara dapat dibagi dalam empat tingkat berdasarkan 
pembentukannya yaitu: 
1. Lembaga yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Dasar yang diatur 
lebih lanjut oleh Undang-Undang, peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden 
dan Keputusan Presiden. 
2. Lembaga yang dibentuk berdasarkan Undang-undang yang diatur atau 
ditentukan lebih lanjut dalam atau dengan Peraturan Pemerintah, perturan 
Presiden, dan keputusan Presiden. 
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3. Lembaga yang dibentuk berdasarkan peraturan Pemerintah atau peraturan 
Presiden yang ditentukan lebih lanjut dengan Keputusan Presiden. 
4. Lembaga yang dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri yang ditentukan 




Menurut Jimly Asshiddiqie bahwa tingakatan lembaga negara itu ada 
empat yaitu pada tingkat pertama disebut tingkat konstitusi, disebut tingkat 
konstitusi karena wewenangnya diatur dalam UUD 1945, lembaga yang ada 
dalam tingkat Konstitusional adalah Presiden, Wakil Presiden, Dewan 
Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Majelis 
Permusyawaratan Rakyat (MPR), Mahkamah Konstitusi (MK), Mahkamah 
Agung (MA), dan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK).  
Pada tingkat kedua disebut lembaga yang yang dibentuk berdasarkan 
Undang-Undang yang berarti sumber kewenangannya dari pembentukan 
Undang-Undang. Adapun lembaga-lembaga yang terdapat dalam tingkat kedua 
ini adalah Kejaksaan Agung, Bank Indonesia (BI), Komisi Pemilihan Umum 
(KPU), Komisi PemberantasTindak Pidana Korupsi (KPK), Komisi Penyiaran 
Indonesia (KPI), PPATK, Komnas Hak Asasi Manusia, dan lain-lain. 
Pada tingkat ketiga ini merupakan lembaga yang sumber wewenangnya 
berasal dari Presiden sebagai kepala pemerintahan, sehingga pembentukan, 
perubahan, atau pembubarannya tergantung keputusan Presiden. Kemudian 
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lembaga yang tingkatnya lebih rendah ialah lembaga yang dibentuk berdasarkan 




Sedangkan lembaga Komisi Yudisial secara struktural memiliki 
kedudukan yang sederajat dengan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, 
namun secara fungsional Komisi Yudisial hanya bersifat Penunjang terhadap 
lembaga kekuasaan kehakiman, maksudnya adalah Komisi Yudisial tidak 
menjalankan fungsi kekuasaan kehakiman akan tetapi memiliki peran sebagai 
lembaga penegak etik (code of ethics).
22
 Berdasarkan teori Hukum Tata Negara, 
dalam melakukan pembagian tugas dan wewenang dapat dilakukan dengan dua 
cara yaitu dengan cara horizontal dan Vertikal. Bila dilakukan dengan cara 
horizontal maka pembagian tugas dan/atau wewenang dilihat berdasarkan 
fungsinya yaitu petugas yang melaksanakan tugasnya memiliki kedudukan yang 
setara dengan petugas lain namun diruang lingkup yang berbeda, sedangkan bila 
secara vertikal maka pembagian tugas dan wewenang menurut tingkatnya 
petugas ketika melaksanakan tugas dan/atau wewenangnya memiliki kedudukan 
yang berbeda tingkatnya dengan petugas lain, sehingga petugas yang memiliki 
kedudukan yang lebih tinggi dapat melimpahkan tugasnya kepada petugas yang 
memiliki kedudukan lebih rendah.
23
  
C. Tinjauan Tentang Komisi Yudisial 
1. Sejarah komisi yudisial 
                                                             
21
 Ibid   
22
 Ibid., h. 56  
23




Ide pembentukan lembaga pengawasan Hakim seperti Komisi 
Yudisial sebenarnya telah lama di usulkan. Pada masa reformasi yaitu tahun 
1997-1998 wacana ini kembali di perbincangkan, ketika terjadi peralihan 
kepemimpinan negara Indonesia dimana pada masa itu Presiden Soeharto 
memberikan kekuasaannya kepada Presiden BJ Habibie. Setelah terjadinya 
pergantian kekuasaan, Indonesia mengalami perubahan secara signifikan 
mulai dari struktur ketatanegaraan sampai pada sistem pemerintahan, 
sehingga hal ini juga terdampak pada perubahan dalam sistem pelaksanaan 
kekuasaan negara yaitu lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. 
Terjadinya perubahan ini karena  adanya ketetapan MPR RI  
No.X/MPR/1998 tentang pokok-pokok Reformasi Pembangunan Dalam 
Rangka Penyelamatan dan Normalisasi Kehidupan Nasional sebagai Haluan 
Negara. Berdasarkan Ketetapan MPR, adanya kewajiban untuk melakukan 
reformasi salah satunya dalam aspek hukum, adapun agenda yang dilakukan 
adalah mengatasi seputaran masalah hukum diantaranya adalah pemisahan 
kekuasaan dalam lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Berdasarkan 
masalah ini maka lahirlah Komisi Yudisial pada tahun 1999 pada saat 
Presiden Habibi melakukan pembaharuan UUD 1945.
24
 
Pada pasal 24B UUD 1945 bahwa Komisi Yudisial berhak 
mengajukan usulan pengangkatan hakim dan juga menjaga dan menegakkan 
kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim dalam hal ini Komisi 
                                                             




Yudisial memiliki kewenangan dalam melakukan pengawasan serta 
pemantauan di pengadilan guna mewujudkan peradilan yang bersih serta 
menjaga wibawa hakim.
25
 Lahirnya Komisi Yudisial diharapkan dapat 
menjadi lembaga yang dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan yang 
paling utama adalah melakukan rekrutmen hakim agung dan melakukan 
pengawasan terhadap hakim. Alasan dibentuknya Komisi Yudisial dalam 
struktur kekuasaan kehakiman Indonesia agar setiap masyakarat, kelompok 
maupun organisasi masyarakat yang mengharapkan keadilan dan 
transparansi di pengadilan dapat terlibat dalam setiap kegiatan 
pengangkatan, penilaian kinerja, bahkan masalah pelanggaran atau 
pemberhentian hakim. Hal ini dilakukan untuk menjaga kewibawaan 
peradilan, kehormatan hakim, menciptakan keadilan serta kebenaran 
berdasarkan ke-Tuhanan Yang Maha Esa, sehingga terwujud Independent 




2. Kedudukan Komisi Yudisial dalam Hukum Tata Negara 
Berdasarkan sistem ketatanegaraan Indonesia, hadirnya Komisi 
Yudisial merupakan sebagai lembaga negara yang mana hal ini telah 
tertuang dalam UUD 1945 terdapat dalam pasal 24B yang berisi: 
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“(1) Komisi Yudusial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan 
pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam 
rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, 
serta perilaku hakim. 
(2) Anggota komisi Yudisial harus mempunyai pengetahuan dan 
pengalaman di bidang hukum serta memiliki integritas dan 
kepribadian yang tidak tercela. 
(3) Anggota Komisi Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh 
presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. 





Undang-Undang lain yang mengatur tentang kedudukan Komisi 
Yudisial juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang 
Komisi Yudisial yang selanjutnya terjadi perubahan, dan kini menjadi 
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011. Komisi Yudisial berkedudukan di 
pusat yaitu Jakarta, selain itu Komisi Yudisial juga memiliki penghubung 
yang tersebar di Indonesia. adapun alasan dibentuk  Penghubung Komisi 
Yudisial di daerah yaitu agar memudahkan pekerjaan Komisi Yudisial 
Pusat, secara khusus Penghubung Komisi Yudisial diatur dalam Peraturan 
                                                             




Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Susunan, dan 
Tata Kerja Penghubung Komisi Yudisial di Daerah. 
Kedudukan Komisi Yudisial telah dijamin dalam UUD 1945 karena 
dianggap sebagai lembaga negara yang bersifat fundamental dalam menjaga 
dan menegakkan kehormatan hakim.  Dengan melakukan penegakan 
kehormatan hakim, keluhuran martabat, dan perilaku hakim maka ini 
merupakan bentuk upaya penegakan rule of law. Mewujudkan  rule of law  
merupakan cerminan demokrasi. Di dalam konstitusi Indonesia yaitu UUD 
1945 tuntutan untuk mejadikan Indonesia sebagai negara demokrasi adalah 
dengan tegaknya rule of law. 
Lahirnya Komisi Yudisial sebagai lembaga negara baru yang 
berwenang dalam hal pengawasan serta menjaga martabat hakim diharapkan 
dapat menjadi lembaga negara yang bersifat mandiri dan tidak dapat di 
intimidasi oleh pihak mana pun ketika menjalankan tugasnya sebagai 
lembaga pengawas eksternal, sebelum adanya Komisi yudisial, Mahkamah 
Agung memiliki lembaga pengawas internal namun dianggap belum efektif 
dalam menjalankan tugasnya, dengan lahirnya Komisi Yudisial sebagai 
lembaga pengawas eksternal akan terwujud check and balance atau saling 
imbang dan saling kontrol. 
Secara struktural Komisi Yudisial memiliki kedudukan yang sama 
dengan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, namun secara 




pendukung dalam lembaga kekuasaan kehakiman. menurut Ismail Suny 
kekuasaan kehakiman yang merdeka dan menerapkan sistem demokrasi 
serta menjadi negara hukum adalah adanya Mahkamah Agung, Komisi 




Komisi Yudisial merupakan lembaga penegak kode etik sebagai 
pendukung terhadap kekuasaan kehakiman, sehingga dengan adanya 
prasarana sistem etik perilaku di semua bidang dan lapisan dalam kekuasaan 
kehakiman dapat menjadikan wajah peradilan di Indonesia sebagai negara 
hukum dan mewujudkan prinsip pemerintahan yang baik di segala bidang.
29
 
Hadirnya Komisi Yudisial bukanlah sebagai pesaing bagi lembaga 
lain seperti Mahkamah Agung maupun Mahkamah Kostitusi, namun dengan 
hadirnya Komisi Yudisial menjadi pengawas eksternal kehakiman yang 
dapat melakukan penegakan kode etik dan perilaku menyimpang yang 
dilakukan oleh hakim.
30
 Komisi Yudisial hanya sebagai lembaga pengawas 
etik bukan sebagai lembaga penegak hukum karena bila pelanggaran etik 
yang dilakukan oleh hakim telah berubah status menjadi pelanggaran 
hukum, maka kasus ini bukan lagi ranah Komisi Yudisial untuk 
menyelesaikannya. 
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3. Tugas dan Wewenang Komisi Yudisial 
Dalam pasal 14 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang 
Komisi Yudisial
31
 menyebutkan bahwa Komisi Yudisial memiliki dua tugas 
pokok yaitu mengusulkan pengangkatan Hakim Agung kepada DPR dan 
juga melakukan penegakan kehormatan dan keluhuran martabat serta 
perilaku hakim. Meskipun Komisi Yudisial memiliki hubungan dengan 
lembaga kekuasaan lain seperti Mahkamah Agung dan Mahkamah 
Konstitusi namun Komisi Yudisial tetaplah lembaga yang bersifat mandiri 
dan tidak dapat dipengaruhi oleh pihak manapun serta bebas dari ikut 
campur lembaga kekuasaan manapun. 
Secara struktural Komisi Yudisial kedudukannya setara dengan MA 
dan MK, akan tetapi karena  Komisi Yudisial ini bersifat penunjang 
(auxiliry), maka secara kedudukannya ada perbedaan dengan lembaga-
lembaga lain yang menjalankan tugasnya secara langsung.
32
 
Dalam penegakan kode etik dan pedoman perilaku hakim, Komisi 
Yudisial dengan Mahkamah Agung bekerja sama untuk melakukannya 
dengan dibentuknya Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan 
Ketua Komisi Yudisial RI Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009-
02/SKB/P.KY/IV/2009 Tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim. 
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Dalam keputusan bersama ini hakim harus memegang 10 prinsip Kode Etik 
dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH)
33
, yaitu:  
1. Berperilaku adil, yaitu seseorang yang melaksanakan tugas atau profesi 
di bidang peradilan yang memikul tanggung jawab menegakkan hukum 
yang adil dan benar harus selalu berlaku adil dengan tidak membeda-
bedakan orang.  
2. Berperilaku jujur, kejujuran bermakna dapat dan berani menyatakan 
bahwa yang benar adalah benar dan yang salah adalah salah.  
3. Berperilaku arif dan bijaksana, adalah perilaku yang mendorong 
terbentuknya pribadi yang berwawasan luas, mempunyai tenggang rasa 
yang tinggi, bersikap hati-hati, sabar dan santun. 
4. Bersikap mandiri, merupakan sikap yang mendorong terbentuknya 
perilaku hakim yang tangguh, berpegang teguh pada prinsip dan 
keyakinan atas kebenaran sesuai tuntutan moral dan ketentuan hukum 
yang berlaku. 
5. Berintegritas tinggi, memiliki makna sikap dan kepribadian yang utuh, 
berwibawa, jujur dan tidak tergoyahkan. 
6. Bertanggung jawab, yaitu dengan rasa tanggung jawab akan mendorong 
terbentuknya pribadi yang mampu menegakkan kebenaran dan 
keadilan, penuh pengabdian, serta tidak menyalahgunakan profesi yang 
diamanatkan.  
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7. Menjunjung Tinggi Harga Diri, bahwa prinsip menjunjung harga diri, 
khususnya hakim akan mendorong dan membentuk pribadi yang kuat 
dan tangguh, sehingga terbentuk pribadi yang senantiasa menjaga 
kehormatan dan martabat sebagai aparatur peradilan. 
8. Berdisiplin Tinggi, dengan berpegang pada prinsip disiplin tinggi akan 
mendorong terbentuknya pribadi yang tertib di dalam melaksanakan 
tugas, ikhlas dalam pengabdian dan berusaha untuk menjadi teladan 
dalam lingkungannya, serta tidak menyalahgunakan amanah yang 
dipercayakan kepadanya. 
9. Berperilaku rendah hati, memiliki makna akan kesadaran atas 
keterbatasan kemampuan diri, jauh dari kesempurnaan dan terhindar 
dari setiap bentuk keangkuhan. 
10. Bersikap profesional, merupakan satu sikap moral yang dilandasi oleh 
tekad untuk melaksanakan pekerjaan yang dipilihnya dengan 
kesungguhan, yang didukung oleh keahlian atas dasar pengetahuan, 
keterampilan dan wawasan luas.
34
 
D. Tinjauan Penelitian Terdahulu 
1. Skripsi 
Dalam penelitian yang dituangkan dalam skripsi dengan judul 
“Peranan Komisi Yudisial Penghubung Sulawesi Selatan Dalam 
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Menciptakan Peradilan Bersih” yang ditulis oleh Indra Ardiansyah dari 
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam 
Negeri Alauiddin Makassar, 2017. 
Dalam penelitian ini memiliki kesamaan, yaitu sama-sama mengkaji 
masalah peranan Penghubung Komisi Yudisial yang ada di daerah yang 
memiliki peranan dalam penegakan kode etik dan pedoman perilaku hakim. 
Adapun perbedaannya, penelitian terdahulu fokus pada masalah 
bagaimana Penghubung Komisi Yudisial menciptakan peradilan bersih. 
2. Jurnal 
Jurnal ini membahas tentang penelitian dengan judul “Kedudukan 
dan Kewenangan Komisi Yudisial Republik Indonesia dan Perbandingannya 
Dengan Komisi Yudisial di Beberapa Negara Eropa” yang ditulis oleh 
Suprapto, Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau pada tahun 2017. 
Persamaan penelitian terdahulu dengan sekarang yang dibuat penulis 
adalah sama-sama membahas kewenangan, tugas dan kedudukan Komisi 
Yudisial dalam penegakan kode etik dan pedoman perilaku hakim. 
Sedangkan untuk perbedaannya penelitian yang dibuat penulis lebih fokus 
pada peranan Penghubung Komisi Yudisial dalam melakukan penegakan dan 
pedoman perilaku hakim 
E. Pandangan Islam Tentang Hakim 
Hakim adalah orang yang memiliki wewenang dalam mengadili suatu 




penting dalam memutuskan suatu perkara, selain itu hakim juga bertanggung 
jawab dalam menjaga dan mempertahankan hukum Islam. Hakim disebut juga 
sebagai wakil Allah SWT karena harus memutuskan perkara didunia dengan 
seadil-adilnya, bila dilakukan dengan cara yang tidak baik sehingga merugikan 
pihak lain atau yang mencari keadilan maka ganjaran yang didapat seorang 
hakim itu adalah neraka. Dengan beratnya tugas hakim maka tidak semua orang 
dapat melakukannya. Maka dalam pengangkatan hakim harus memnuhi kriteria 
khusus dan dilakukan penyeleksian yang ketat untuk dapat memastikan hakim 




Yang menjadi hakim pada zaman Rasulullah adalah Rasulullah SAW 
sendiri, Rasulullah SAW dalam mengambil keputusan dan menentukan hukum 
selalu berpedoman pada perintah Allah SWT. Dalam Al-qur’an surat An-Nisa 
ayat 105, yang berbunyi: 
 
Artinya : “Sesungguhnya Kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan 
membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia 
dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu, dan janganlah 
kamu menjadi penantang (orang yang tidak bersalah), karena 
(membela) orang-orang yang khianat.” (Q.S. An-Nisa’ : 105). 
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Oleh karena itu, tanggung jawab seorang hakim tidak hanya di dunia 
namun juga diakhirat karena bila hakim melakukan perbuatan zalim saat 
mengadili suatu perkara maka Allah akan memberikan ganjaran diakhirat kelak, 
sedangkan bila hakim tersebut menjalankan profesinya dengan amanah maka 






A. Jenis Penelitian 
 Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis 
sosiologis / empiris yaitu penelitian yang pada awalnya dilakukan terhadap data 
sekunder untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di 
lapangan, atau terhadap kenyataan yang ada di lapangan.
36
 Penelitian lapangan 
yaitu penelitian yang mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan 
sekarang, dan interaksi suatu sosial, individu, kelompok, lembaga, dan 
masyarakat. Kemudian sifat dari  penelitian ini ialah deskriptif, yaitu suatu 
metode dalam penelitian yang peneliti lakukan ini, dengan memberikan 




B. Pendekatan Penelitian 
Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris atau 
sosiologi hukum, yaitu suatu pendekatan yang mengamati suatu fakta hukum 
yang terjadi di dalam masyarakat, sehingga penelitian ini menekankan pada 
fakta-fakta yang terjadi dilapangan.
38
 pendekatan yuridis empiris atau sosiologi 
hukum adalah pendekatan sebuah penelitian yang digunakan untuk mengkaji 
dari aspek hukum dalam suatu hubungan sosial dan untuk melihat apakah 
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hukum tersebut telah berjalan dengan baik atau tidak di dalam masyarakat. 
Penelitian ini dilakukan terhadap Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Riau 
dalam menjalankan tugas, salah satunya yaitu melakukan penegakan kode etik 
dan pedoman perilaku hakim,  tujuan dilakukannya ini adalah untuk melihat 
fakta di lapangan, kemudian di lakukan analisa  apakah ada masalah yang tidak 
sesuai dengan amanat Undang-Undang. 
C. Lokasi Penelitian 
Penelitian ini dilakukan di Kota Pekanbaru Provinsi Riau dengan fokus 
pada: 
1. Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Riau. 
2. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBH) Pekanbaru. 
3. LSM Senarai. 
Adapun alasan penulis melakukan penelitian di penghubung Komisi 
Yudisial wilayah Riau ialah karena adanya masalah tentang efektivitas peranan 
penghubung Komisi Yudisial wilayah Riau dalam rangka penegakan kode etik 
dan pedoman perilaku hakim berdasarkan peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 
Tahun 2017 tenatang pembentukan, susunan, dan tata kerja penghubung Komisi 
Yudisial di daerah. 
D. Populasi dan Sampel 
 Populasi adalah keseluruhan atau himpunan obyek dengan ciri yang 




kasus, waktu atau tempat dengan sifat atau ciri yang sama.
39
 Sampel adalah 




 Metode pengambilan sampel pada penelitian ini ialah Total Sampling, 
yaitu mengambil jumlah sampel sebanyak jumlah yang telah ditentukan oleh 
peneliti dalam penelitian ini. 
Populasi dan Sampel 
No Nama Populasi Populasi Sampel Ket 
1 
Penghubung Komisi Yudisial 
Wilayah Riau 
4 4 100% 
2 
Lembaga Bantuan Hukum (LBH) 
Pekanbaru 
9 9 100% 
3 
LSM Senarai  5 5 100% 
Jumlah 18 18 100% 
 
E. Sumber Data 
Sumber data merupakan tempat diperolehnya data tersebut.
41
Adapun 
sumber data yang dimaksud dalam penelitian ini adalah: 
1. Data Primer 
Yaitu merupakan data atau keterangan yang diperoleh langsung dari 
sumbernya, baik melalui wawancara, observasi, maupun laporan dalam 
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bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh penelitian.
42
 Pada 
penelitian ini data primer yang penulis dapat yaitu berasal dari responden 
secara langsung dengan menggunakan alat pengumpulan data berupa 
wawancara, observasi yang berkaitan dengan kedudukan Penghubung 
Komisi Yudisial Wilayah Riau.  
2. Data sekunder 
Data sekunder adalah data yang diperoleh dari/atau berasal dari 
bahan kepustakaan seperti dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang 
berkaitan dengan objek penelitian . Data ini biasanya digunakan untuk 
melengkapi data primer, mengingat data primer dapat dikatakan sebagai data 
praktek yang ada secara langsung dalam praktek lapangan. Untuk melihat 
konsepsi penerapannya perlu merefleksikan kembali ke dalam teori yang 
terkait sehingga perlu adanya data sekunder sebagai pemandu. 
Data sekunder dibagi kedalam beberapa kelompok: 
a. Bahan Hukum Primer 
Merupakan bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-
undangan yang memiliki kaitannya dengan objek penelitian ini, adapun 
bahan hukum primer yang digunakan adalah : 
1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. 
2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang perubahan atas 
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. 
                                                             




3) Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2017 tentang 
pembentukan, susunan, dan tata kerja penghubung Komisi Yudisial 
di daerah. 
4) Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi 
Yudisial RI Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 02/SKB/P.KY/IV/2009 
tentang kode etik dan pedoman perilaku hakim. 
5) Peraturan Komisi Yudisial Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penanganan 
Laporan Masyarakat 
b. Bahan Hukum Sekunder 
Yaitu bahan hukum yang berasal dari buku-buku, jurnal atau tulisan 
ilmiah tentang hukum yang berkaitan dengan penelitian ini. 
c. Bahan Hukum Tersier 
Bahan hukum tersier ini adalah bahan penjelas dari bahan hukum primer 
dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier berasal dari media 




F. Teknik Pengumpulan Data 
 Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini ialah: 
a. Wawancara, yaitu suatu kegiatan dilakukan untuk mendapatkan informasi 
secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan pada 
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responden, dan kegiatannya dilakukan secara lisan.
44
 Atau situasi peran 
antara pribadi bertatap muka ketika seseorang, yakni pewawancara 
mengajukan pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-
jawaban relevan dengan masalah penelitian kepada seseorang responden
45
 
b. Observasi, yaitu mengumpulkan data melalui pengamatan langsung di 
tempat penelitian. Hasil dari pengumpulan tersebut peneliti digunakan 
sebagai tambahan data informasi dalam penelitian. 
c. Studi Kepustakaan, yaitu mempelajari teori-teori yang berhubungan dengan 
Penghubung Komisi Yudisial, dan eksistensi payung hukum dalam hirarki 
peraturan perundang-undangan dinegara Indonesia. 
d. Dokumentasi adalah penelitian yang menggunakan barang-barang tertulis 
sebagai sumber data, misalnya buku-buku, dokumen, jurnal, peraturan, dan 
lainnya. 
G. Analisis Data 
 Analisis data merupakan sebagai tindak lanjut proses pengolahan data, 
merupakan kerja seorang peneliti yang memerlukan ketelitian dan pencurahan 
daya pikir secara optimal46. Setelah data diperoleh dan dikumpulkan semua, baik 
itu data primer, sekunder maupun tersier, lalu dikelompokkan berdasarkan 
jenisnya dari masalah pokok yang diteliti dan data yang diperoleh dari 
wawancara disajikan dalam bentuk pembahsan dengan uraian kalimat. Setelah 
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data tersebut disajikan, maka selanjutnya penulis melakukan pembahasan 
dengan memberikan interprestasi atau penafsiran dan menghubungkannya pada 
asas-asas, teori-teori dan pendapat para ahli serta peraturan perundang-
undangan. 
Metode pengambilan  kesimpulan dalam penelitian ini yaitu secara deduktif, 
prosedur deduktif ialah bertolak dari suatu proposisi umum yang kebenarannya 
telah diketahui (diyakini) dan berakhir pada suatu kesimpulan (pengetahuan 
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Adapun kesimpulan dari skripsi ini berdasarkan hasil penelitian 
yang dilakukan oleh penulis serta didukung data dan fakta yang ada 
mengenai efektivitas peranan Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Riau 
dalam rangka penegakan kode etik dan pedoman perilaku hakim adalah: 
1. Pelaksanaan fungsi dan efektivitas peranan Penghubung Komisi 
Yudisial wilayah Riau dalam rangka penegakan kode etik dan 
pedoman perilaku hakim diatur dalam Peraturan Komisi Yudisial 
Nomor 1 Tahun 2017 tentang pembentukan, susunan, dan tata kerja 
Penghubung Komisi Yudisial di daerah, Penghubung Komisi Yudisial 
wilayah Riau dalam menjalankan tugasnya yaitu menjaga kehormatan 
dan keluhuran martabat dan perilaku hakim dilakukan dengan cara 
menerima laporan dari masyarakat terkait dugaan pelanggaran kode 
etik yang dilakukan oleh hakim dan melakukan pemantauan dan 
pengawasan di Pengadilan. Untuk tahap selanjutnya Komisi Yudisial 
RI yang memiliki wewenang untuk menangani lebih lanjut, karena 
Penghubung Komisi Yudisial hanya perpanjangan tangan Komisi 
Yudisial di daerah. 
2. Faktor penghambat efektivitas peranan Penghubung Komisi Yudisil 
wilayah Riau dalam rangka penegakan kode etik dan pedoman perilaku 




pembentukan, susunan, dan tata kerja Penghubung Komisi Yudisial di 
daerah adalah; (i) kurangnya sumber daya manusia (SDM); (ii) hanya 
berstatus Penghubung bukan Perwakilan Komisi Yudisial; (iii) kurang 
optimalnya anggaran; (iv) tidak ada pemantauan persidangan di 
pengadilan selama masa pandemi; 
B. Saran 
1. Demi meningkatkan efektivitas peranan Pengubung Komisi Yudisial 
wilayah Riau dalam rangka penegakan kode etik dan pedoman perilaku 
hakim, seharusnya Komisi Yudisial RI melakukan penambahan 
personil atau petugas untuk Penghubung Komisi Yudisial di daerah 
mengingat wilayah kerja Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Riau 
yang luas. 
2. Seharusnya Komisi Yudisial melakukan pembaharuan terhadap 
Peraturan Komisi Yudisil Nomor 1 Tahun 2017 agar Penghubung 
Komisi Yudisil di daerah dapat menjalankan tugasnya lebih maksimal, 
sehingga Penghubung dapat mengambil tindakan lebih cepat tanpa 
harus menunggu izin dari Komisi Yudisial RI.  
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